
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Raya Parigi Desa Parigi Kecamatan Parigi 
Kabupaten Pangandaran Kode Pos 46393 
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KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR ; HK.07.01/3]W-fe^pts.Setwan/2024

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
(JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) 
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, 
perlu menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan 
Dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pangandaran dengan Keputusan Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

mailto:setwanpangandaran@gmail.com


7.

8.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang 
Jaringan dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar 
Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 
Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

10. Keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil 
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024. 
Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara 
Dilingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 31 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi 
Hukum (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2022 Nomor 31).

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai 
tugas melaksanakan penyediaan dokumentasi dan informasi 
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara 
cepat dan mudah.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris 
DPRD Kabupaten Pengandaran ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pengandaran. 
Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten ini mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi 
Pada tanggal 1 Juni 2024 

-^:SEKRETARIS DPRD
.PANGANDARAN

iUSTARI. M.Si.
Jtama Muda (IV/c) 

N IP .19680817199301 1 001

Tembusan :
Yth.
1. Bupati Kabupaten Pangandaran;
2. Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran:
3. Inspektorat Kabupaten Pangandaran.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR : HK.07.01/?>«l̂ / K pts.Setwan/2024 

TANGGAL : 01 JUNI 2024

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
(JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

Pengarah
PenanggungJawab
Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

Pimpinan DPRD Kabupaten Pengandaran 
Sekretaris DPRD Kabupaten Pengandaran;
Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran 

Pengawasan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

dan

Bidang

Bidang

SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi
1. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan

Kepegawaian
2. Wakil Ketua Penelaah Teknis Kebijakan
3. Anggota Penelaah Teknis Kebijakan 
Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengelolaan 
Dokumen Hukum
1. Ketua Perancang Peraturan 

undangan Ahli Pertama
Perundang-

2. Wakil Ketua

3. Anggota

Perancang Peraturan Perundang- 
undangan Ahli pertama
- Perancang Peraturan Perundang- 

undangan Ahli Pertama
- Penelaah Teknis Kebijakan

Bidang Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan TIK
1. Ketua Analis Kebijakan Ahli Muda

2. Wakil Ketua Perencana Ahli Muda



3. Anggota Perencana Ahli Muda 
Penelaah Teknis Kebijakan

Bidang Promosi JDIH
1. Ketua : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

2. Wakil Ketua : Penelaah Teknis Kebijakan

3. Anggota : Penelaah Teknis Kebijakan

iKRETARIS DPRD 
'!m  PANGANDARAN

Muda (IV/c) 
’17199301 1 001



LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN PANGANDARAN 
NOMOR ; HK.07.0157./tWKpts.Setwan/2024
TANGGAL : 01 JUNI 2024

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
(JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

I. Pembina/Pengarah

II. PenanggungJawab

I. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

dan memberikan 
JDIH Sekretariat

Pengelolaan
Sekretariat

dan
DPRD

Melaksanakan Pembinaan 
arahan dalam pengelolaan 
DPRD Kabupaten Pangandaran;
Bertanggungjawab dalam 
Pengembangan JDIH 
Kabupaten Pangandaran;

Memberikan pengarahan kepada Tim Teknis 
Pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten 
Pangandaran dalam rangka 
informasi hukum melalui JDIH 
Kabupaten Pangandaran;
Memberikan pengarahan dan 
penunjang pelaksanaan JDIH 
Kabupaten Pangandaran dalam 
dokumentasi dan informasi hukum;
Bertanggungjawab dalam:
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, 

penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen dan 
informasi hukum;

2. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran;

3. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan hukum;
4. Penyampaian laporan setiap bulan Desember 

kepada pusat JDIHN.

dokumentasi dan 
Sekretariat DPRD

koordinasi sebagai 
Sekretariat DPRD 

penyediaan

VI. Bidang SDM, Organisasi dan Penguatan Organisasi
- Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan bahan 

rencana teknis operasional pembinaan, dan 
pengembangan dalam pengelolaan teknis 
dokumen dan informasi hukum di Sekretariat 
DPRD Kabupaten Pangandaran.



VII. Bidang

VIII. Bidang

Koleksi Dokumen Hukum dan Teknis Pengeiolaan 
Dokumen Hukum

Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan 
pelayanan sistem jaringan dokumentasi dan 
informasi hukum di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pengandaran.
Pengumpulan koleksi bahan hukum dan 
peraturan perundang-undangan dari anggota 
jaringan dan sumber-sumber lainnya.
Penyusunan dan penerbitan katalog induk 
peraturan perundang-undangan.
Penyebarluasan produk hukum Kabupaten 
Pengandaran kepada Anggota Jaringan. 
Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan 
Pusat Jaringan, BPHN dan Pemerintah Daerah 
lainnya.
Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum 
kepada para pemakai jasa informasi baik di dalam 
maupun di luar lingkungan pemerintah Kabupaten 
Pengandaran.
Otomasi pengelolaan produk hukum dalam rangka 
memudahkan pencarian dan penelusuran 
peraturan perundang-undangan dan produk 
hukum serta dokumentasi hukum.

Sarana, Prasarana, dan Pemanfaatan TIK
Mengatur, memelihara dan memfasilitasi 
penyiapan tempat serta sarana pendukung dalam 
penyediaan dokumen dan informasi hukum di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pengandaran. 
Mengadakan barang dan jasa kebutuhan 
perlengkapan dokumen dan informasi hukum di 
Sekretariat DPRD Kabupaten Pengandaran.



IX. Bidang
Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan bahan 
rencana teknis operasional terkait penyebarluasan 
JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran 
dalam penyediaan dokumentasi dan informasi 
hukum kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta 
masyarakat umum melalui media digital atau media 
cetak.

Promosi JDiH

SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN PANGANDARAN

ERI GUST ARI. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c) 
N IP .19680817199301 1 001


